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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286 ); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3851);  

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1822); 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota 
Makassar tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. 

 
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota 

Makassar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka dipandang 
perlu menyusun Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan 
operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021; 

Menirnbang : 

WALIKOTA MAKASSAR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2021 

TENT ANG 

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR 
NOMOR 71 TAHUN 2020 

WALIKOTA MAKASSAR 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang 
Perubahan Nama Kata Ujung Pandang Menjadi Kata Makassar 
Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang 
Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan 
Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan 
Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2970); 

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 5601); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3988); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah di ubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Lembaran Negara 
Republik Indonesia N omor 4614); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik_)ndonesia 
Nomor 4693); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4139); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4090); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4138); 
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24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia) Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

29. Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Pcnyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6057); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 16 Tahun 2011 ten tang Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2011 
Nomor 525); 

I 0 
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42. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Usaha Lembaran Daerah Kota 
Makassar Tahun 2011 Nomor 13); 

41. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota 
Makassar Tahun 2011Nomor12); 

40. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Makassar tahun 2009 Nomor 4); 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 
ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 

38. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 
Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, 
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pem bangunan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) 
sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565); 
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Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Makassar. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

4. Walikota adalah Walikota Makassar. 

Pasal 1 

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2021. 

MEMUTUSKAN : 

48. Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2014 tentang 
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 57); 

49. Peraturan Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2015 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar (Berita 
Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 28) sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Makassar 
Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas 
Peraturan Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2015 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar (Berita 
Daerah Kota Makassar Tahun 2020 Nomor 67). 

44. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota 
Makassar); 

45. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2018 
Nomor 2); 

46. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2020 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2021 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2020 Nomor 5); 

47. Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2014 tentang 
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Akuntansi Pemerintah Kota 
Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 
29); 

43. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Jasa Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota 
Makassar Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar 
Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Perizinan 
Tertentu (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2018 Nomor 
1); 

Menetapkan 
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5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar. 

6. Pimpinan DPRD adalah Pimpinan DPRD Kota Makassar. 
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah 
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

10. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada 
Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai 
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

11. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada 
Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik 
maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah. 

12. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber 
dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil 
berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi 
ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 

13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang 
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan 
pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan 
Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 

14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang 
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu 
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Oaerah. 

15. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui 
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 
berkenaan. 

16. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/ a tau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 
berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya . 

17. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang 
dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan. 

18. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang­ 
undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 
untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

19. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

20. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya 
disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, 
dikuasai dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau BAdan, kecuali 
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan 
pertambangan. 
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Rp298.323.206.000,­ 
Rp 

Pembiayaan Netto : 
Sisa lebih pembayaran tahun berkenaan : 

Rp303.323.206.000,­ 

Rp5.000.000.000,- 

c. Pembiayaan Daerah: 

1. Penerimaan Pembiayaan : 

2. Pengeluaran Pembiayaan: 

Rp(298.323.206.000),- 

Rp4.222.834.375.000,­ 

(Defisit) /Surplus 

b. Belanja Daerah 

APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp4.227.834.375.000,­ 
(Empat triliuri dua ratus dua puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh empat juta 
tiga ratus tujuh puluh. Zima ribu rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja 
daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut: 

a. Pendapatan Daerah : Rp3.924.51 l.169.000,- 

Pasal3 

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. 

Pasal2 

21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat 
BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. 

22. Pendapatan Hibah adalah penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah 
negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, 
badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, 
rupiah maupun barang dan/ atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang 
tidak perlu dibayar kembali. 

23. Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada 
Daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/ a tau krisis 
solva bili tas. 

24. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen 
yang diterbitkan/ digunakan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang 
bersumber dari Daftar Isian Pelaksana Anggaran atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat 
RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun 
terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala 
daerah. 

26. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen 
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun . 

27. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 
adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada 
Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam 
penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

28. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah 
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak 
lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 

29. Tahun Anggaran adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 
Januari sampai dengan 31 Desember 2021. 
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Pasal 6 

(1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a 
direncanakan sebesar Rpl.298.039.000.000,- (satu triliun dua ratus sembilan 
puluh delapan milyar tigapuluh sembilanjuta rupiah), yang terdiri atas: 
a. Pajak Hotel direncanakan sebesar Rp125.000.000.000,- (seratus dua puluh 

Zima milyar rupiah); 

b. Pajak Restoran direncanakan sebesar Rp 195.000.000.000,- (seratus 
sembilan puluh lima milyar rupiah); 

c. Pajak Hiburan direncanakan sebesar Rp67.239.000.000,- (enam puluh tujuh 
milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta rupiah); 

d. Pajak Reklame direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,- (Zima puluh milyar 
rupiah); 

e. Pajak Penerangan Jalan direncanakan sebesar Rp230.000.000.000,- (dua 
ratus tiga puluh milyar rupiah); 

f. Pajak Parkir direncanakan sebesar Rp90. 750.000.000,- (sembilan puluh 
milyar tujuh ratus Zima puluh. juta rupiah); 

(5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp128.798.391.000,- (seratus dua puluh 
delapari milyar tujuh ratus sembilari puluh delapari juta tiga ratus sembilan puluh 
satu ribu rupiah). 

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp88.098.282.000,- (deZapan puluh. 
delapan milyar sembilari puluh delapari juta dua ratus delapari puluh dua ribu 
rupiah). 

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 
sebesar Rpl 71.452.840.000,- (seratus tujuh puluh satu milyar empat ratus lima 
puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah). 

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 
sebesar Rpl.298.039.513.000,- (satu triliun dua ratus sembilari puluh. delapan 
miZyar tiga puluh. sembilan juta Zima ratus tiga belas ribu rupiah) . 

(1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf 
a direncanakan se besar Rp 1. 686. 388. 513. 000, - ( satu triliun enam ratus de lap an 
puluh enam miZyar tiga ratus delapari puluh. delapan juta Zima ratus tiga belas 
ribu rupiah), yang terdiri atas: 
a. Pajak Daerah; 
b. Retribusi Daerah; 
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan 
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. 

Pasal 5 

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp4.227.834.375.000,-(empat triliun. dua 
ratus dua puluh tujuh milyar delapari ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh 
puluh Zima ribu rupiah), yang bersumber dari: 
a. Pendapatan Asli Daerah; 
b. Pendapatan transfer; dan 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. 

Pasal4 
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(2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 
Rp122.024.931.801,- (seratus dua puluh dua milyar dua puluh empat juta 
sembilari ratus tiga puluh. satu ribu delapan ratus satu rupiah), terdiri atas: 
a. Pajak Hotel direncanakan sebesar Rp122.024.931.801,- (seratus dua puluh 

dua miZyar dua puluh. empat juta sembilari ratus tiga puluh satu ribu delapari 
ratus satu rupiah); 

b. Pajak Losmen direncanakan sebesar Rp2.222.532.831,- (dua milyar dua 
ratus dua puluh. dua juta Zima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tiga 
puluh satu rupiah); 

c. Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) 
direncanakan sebesar Rp752.535.368,- (tujuh ratus lima puluh duajuta lima 
ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah); 

d. Pajak Tontonan Film direncanakan sebesar Rp53.681.982.264,- (Zima puluh 
tiga milyar enam ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh 
dua ribu dua ratus enam puluh empat rupiah); 

e. Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana direncanakan sebesar 
Rp432.646.150,- (empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh 
enam ribu seratus Zima puluh rupiah); 

f. Pajak Pameran direncanakan sebesar Rp3.000.000,- (tigajuta rupiah); 

g. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya direncanakan sebesar 
Rp3.965. 788.768,- (tiga milyar sembilan ratus enam puluh Zima juta tujuh 
ratus delapari puluh. delapan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah); 

h. Pajak Permainan Biliar dan Bowling direncanakan sebesar Rp136.814.466,­ 
(seratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat belas ribu empat ratus 
enam puluh enam rupiah); 

r. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan 
direncanakan sebesar Rp6.485.076.129,- (enam milyar empat ratus delapan 
puluh Zima juta tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh sembilari rupiah); 

J. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (fitness 
cente'1 direncanakan sebesar Rp2.445.730. l 72,- (dua milyar empat ratus 
empat puluh Zima juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus tujuh puZuh dua 
rupiah); 

k. Pajak Pertandingan Olahraga direncanakan sebesar Rp87.962.05l,­ 
(delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu Zima puluh 
satu rupiah); 

I. Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri direncanakan sebesar 
Rp208.730.694.365,- (dua ratus delapan milyar tujuh ratus tiga puluh. juta 
enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh. Zima rupiah); 

m. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain direncanakan sebesar 
Rp21.269.305.635,- (dua puluh satu milyar dua ratus enam puluh sembilan 
juta tiga ratus Zima ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah); 

g. Pajak Air Tanah direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,- (Zima milyar 
rupiah); 

h. Pajak Sarang Burung Walet direncanakan sebesar Rp50.000.000,- (lima 
puluhjuta rupiah); 

1. PBB-P2 direncanakan sebesar Rp215.000.000.000,- (dua ratus Zima belas 
miZyar rupiah); dan 

J. BPHTB direncanakan sebesar Rp320.000.000.000,-(tiga ratus dua puluh 
milyar rupiah). 
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n. Pajak Parkir direncanakan sebesar Rp90.750.000.000,- (sembilan puluh 
milyar tujuh ratus Zima puluh juta rupiah); 

o. Pajak Air Tanah direncanakan sebesar RpS.000.000.000,- (Zima miZyar 
rupiah); 

p. Pajak Restoran dan Sejenisnya direncanakan sebesar Rp91.329.277.763,­ 
(sembilan puluh satu miZyar tiga ratus dua puluh. sembilari juta dua ratus 
tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah); 

q. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya direncanakan sebesar 
Rp45.249.530.815,- (empat puluh Zima milyar dua ratus empat puluh 
sembilan juta Zima ratus tiga puluh ribii delapari ratus Zima belas rupiah); 

r. Pajak Kafetaria dan Sejenisnya direncanakan sebesar Rp32.259.549.436,­ 
(tiga puluh dua miZyar dua ratus Zima puluh sembilari juta Zima ratus empat 
puluh. sembilari ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah); 

s. Pajak Warung dan sejenisnya direncanakan sebesar Rpl3.514.566.674,­ 
(tiga belas milyar Zima ratus empat belas juta Zima ratus enam puiuh. enam 
ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah); 

t. Pajak Jasa Boga/Katering dan sejenisnya direncanakan sebesar 
Rpl2.647.075.312,- (dua betas milyar enam ratus empat puluh tujuh juta 
tujuh puluh lima ribu tiga ratus dua belas rupiah); 

u. Pajak Sarang Burung Walet direncanakan sebesar RpS0.000.000,- (lima 
puluh juta rupiah); 

v. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron direncanakan sebesar 
Rp49.479.300.725,- (empat puluh. sembilan milyar empat ratus tujuh puluh. 
setnbilari juta tiga ratus ribu tujuh ratus dua puluh. lima rupiah); 

w. Pajak Reklame Kain direncanakan sebesar Rp391.308.750,- (tiga ratus 
sembilan puluh satu juta tiga ratus delapari ribu tujuh ratus Zima puluh 
rupiah); 

x. Pajak Reklame Melekat/Stiker direncanakan sebesar Rp40.230,- (empat 
puluh ribu dua ratus tiga puluh rupiah); 

y. Pajak Reklame Berjalan direncanakan sebesar Rp8 l .468.750,- (deZapan 
puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus Zima puluh. 
rupiah); 

z. Pajak Reklame Udara direncanakan sebesar Rp46.406.250,- (empat puluh. 
enam juta empat ratus enam ribu dua ratus Zima puluh rupiah); 

aa. Pajak Reklame Suara direncanakan sebesar Rp280.000,- (dua ratus deZapan 
puluh. ribu rupiah); 

bb. Pajak Reklame Film/Slide direncanakan sebesar Rp450.000,- (empat ratus 
lima ribu rupiah); 

cc. Pajak Reklame Peragaan direncanakan sebesar Rp745.295,- (tujuh ratus 
empat puluh lima ribii dua ratus sernbilari puluh. Zima rupiah); 

dd. BPHTB-Pemindahan Hak direncanakan sebesar Rpl60.000.000.000,­ 
(seratus enam puluh. milyar rupiah); 

ee. BPHTB-Pemberian Hak Baru direncanakan sebesar Rpl60.000.000.000,­ 
(seratus enam puluh. miZyar rupiah); 

ff. PBB-P2 direncanakan sebesar Rp215.000.000.000,- (dua ratus Zima belas 
milyar rupiah); dan 

gg. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan Rp25.000.000.000,- (dua puluh 
Zima milyar rupiah). 
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Pasal 10 

( 1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a 
direncanakan sebesar Rp3.293.287.580.776,- (tiga triliuri dua ratus sembilan 
puluh tiga milyar dua ratus delapan puZuh tujuh juta Zima ratus delapan puluh 
ribu tujuh ratus tujuh puluh. enam rupiah}, yang terdiri atas: 
a. Belanja pegawai; 
b. Belanja barang dan jasa; 
c. Belanja bunga; 

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar 
Rp4.222.834.375.000,- (empat triliun dua ratus dua puluii dua milyar delapan ratus 
tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh Zima ribu rupiah), yang terdiri atas: 
a. Belanja operasional; 
b. Belanja modal; 
c. Belanja tidak terduga; dan 
d. Belanja transfer. 

Pasal9 

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 
Rpl46.405.400.000,- (seratus empat puluh. enam miZyar empat ratus Zima juta 
empat ratus ribu rupiah) . 

(3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 
sebesar RpO,- (noZ rupiah). 

(2) Pendapatan I-Iibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 
sebesar Rp36.000.000.000 (tiga puluh enam milyar rupiah). 

(1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
huruf c direncanakan sebesar Rpl82.405.400.000,- (seratus delapari puluh. dua 
milyar empat ratus Zima juta empat ratus ribu rupiah}, yang terdiri atas: 
a. Pendapatan Hibah; 
b. Dana Darurat; 
c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan. 

Pasal8 

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp356.456.000.000,- (tiga ratus Zima puluti enam miZyar 
empat ratus Zima puluh enam juta). 

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a direncanakan sebesar Rpl.699.261.256.000,- (satu triliuri enam ratus 
sembilari puluh sembilan milyar dua ratus enam puluh. satu juta dua ratus Zima 
puluh enam ribu rupiah). 

Pasal 7 

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b 
direncanakan sebesar Rp2.055. 717 .256.000,- (dua triliun lima puluh Zima milyar 
tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), yang terdiri 
atas: 
a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan 
b. Pendapatan transfer antar daerah. 
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(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b 
direncanakan sebesar Rp879.546.794.224,- (delapan ratus tujuh puluii sembilari 
miZyar Zima ratus empat puZuh enam juta tujuh ratus sembilari puluh. empat ribu 
dua ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas: 
a. Belanja modal tanah. 
b. Belanja modal peralatan dan mesin. 
c. Belanja modal bangunan dan gedung. 
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; 
e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan 
f. Belanja modal aset tidak berwujud . 

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp45.038.479.862,- (empat puluh. Zima milyar tiga puluh 
delapari juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribii delapari ratus enam puluh. 
dua rupiah). 

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b direncanakan sebesar Rpl 17.490.223.272,- (seratus tujuh belas milyar empat 
ratus sembilari puluh. juta dua ratus dua puluh tiqa ribii dua ratus tujuh puluh 
dua rupiah). 

(4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c direncanakan sebesar Rp270.567.445.386,- (dua ratus tujuh puluh. 
miZyar Zima ratus enam puZuh tujuh juta empat ratus empat puluh. Zima ribu tiga 
ratus delapan puluh enam rupiah). 

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d direncanakan sebesar Rp551.177.626.904,- (Zima ratus Zima puluh satu 
milyar seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu sembilan 
ratus empat rupiah). 

Pasal 11 

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan 
sebesar RpO,- (not rupiah). 

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan 
sebesar Rpl 10.464.305.324,- (seratus sepuluh milyar empat ratus enam puluh 
empat juta tiga ratus Zima ribu tiga ratus dua puluh. empat rupiah). 

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 
direncanakan sebesar Rp760.419.100,- (tujuh ratus enam puiuh juta empat ratus 
sembilan belas ribii seratus rupiah). 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 
sebesar Rpl.484.365.957.768,- (satu triliuri empat ratus delapan puluh. empat 
milyar tiga ratus enam puluh Zima juta sembilari ratus Zima puluh tujuh ribu tujuh 
ratus enam puluh delapari rupiah). 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rpl.697.696.898.584,- (satu triliuri enam ratus sembilan 
puluh tujuh milyar enam ratus sembilari puluh. enam juta delapari ratus sembilan 
puluri delapan ribu Zima ratus delapari puluh empat rupiah). 

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 
sebesar RpO,- (nol rupiah). 

d. Belanja subsidi; 
e. Belanja hibah; dan 
f. Belanja bantuan sosial. 
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(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
direncanakan sebesar RpO,- (nol rupiah). 

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar RpO,- (nol rupiah). 

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar RpO,- (nol rupiah). 

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp303.323.206.000,­ 
(tiga ratus tiga milyar tiqa ratus duapuluh tigajuta dua ratus enam ribu rupiah). 

( 1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
huruf a direncanakan sebesar Rp303.323.206.000,- (tiga ratus tiga milyar tiga 
ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam ribu rupiah), yang terdiri atas: 

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; 
Pencairan dana cadangan; 
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 
Penerimaan pinjaman daerah; 
Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan 
Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 

Pasal 15 

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar 
Rp303.323.206.000,- (tiga ratus tiga milyar tiga ratus dua puluh tigajuta dua ratus 
enam ribu rupiah), yang terdiri atas: 
a. Penerimaan pembiayaan; dan 
b. Pengeluaran pembiayaan. 

Pasal 14 

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar RpO,- (nol rupiah) . 

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 
sebesar RpO,- (nol rupiah). 

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d 
direncanakan sebesar RpO,- (nol rupiah), yang terdiri atas: 
a. Belanja bagi hasil; dan 
b. Belanja bantuan keuangan. 

Pasal 13 

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c 
direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,- (Zima puluh milyar rupiah), yang terdiri 
atas belanja tidak terduga. 

Pasal 12 

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
direncanakan sebesar Rp26.390.120.000,- (dua puluh enam milyar tiga ratus 
sembilan puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah). 
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(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah 
dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/ atau 
pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini, yang 
selanjutnya dimasukan dalam Perubahan APBD Kota Makassar Tahun 
Anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu 
melakukan Perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan 
APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2021, dan pemberitahuan kepada 
Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. 

Pasal 18 

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap 
pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp298.323.206.000,- (dua ratus 
sembilan puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam ribu 
rupiah). 

(1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah 
mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp298.323.206.000,- (dua ratus 
sembilan puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam ribu 
rupiah). 

Pasal 17 

peraturan 
huruf e 

sesuai dengan keten tuan 
dimaksud pada ayat (1) 

(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya 
perundang-undangan sebagaimana 
direncanakan sebesar Rp-. 

(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
direncanakan sebesar RpO,- (nol rupiah). 

(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar RpO,- (nol rupiah). 

(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). 

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar RpO,- (nol rupiah). 

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), yang 
terdiri atas: 
a. Pembentukan dana cadangan; 
b. Penyertaan modal daerah; 
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; 
d. Pemberian pinjaman daerah; dan 
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 16 

peraturan 
huruf f 

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
direncanakan sebesar Rp.0,- (nol rupiah). 

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar RpO,- (nol rupiah). 
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a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis 
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah dan Organisasi; 

c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan 
Pembiayaan; 

d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta 
Keluaran; 

e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan 
Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan 
Negara; 
Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; 
Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD; 
Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD 
dan PPAS dengan Rancangan APBD; 
Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas 
Daerah; 
Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 
Lampiran XI Daftar Piutang Daerah; 
Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; 
Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 
Daerah dan Aset Lain-Lain; 
Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years); 
Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan 
Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah. 

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, 
terdiri dari: 

Pasal 19 

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 
b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 
c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan 

tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang­ 
undangan; dan/ atau 

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat. 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar 

biasa; 
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/ a tau 
c. Kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan 

publik. 

f. 
g. 
h. 

1. 

J. 
k. 
1. 
m. 

n. 
o. 
p. 
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SAR, 

M.ANSAR 

Diundangkan di Makassar 
pada tanggal 30 Desember 2020 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar. 

Pasal 20 

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 29 Desember 2020

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

               TTD

RUDY DJAMALUDDIN

TTD


